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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan 

Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjawab tiga permasalahan, pertama tentang Bagaimana status Tanah Wakaf di 

kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya; kedua, Bagaimana 

proses sertifikasi Tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo 

Kota Surabaya; ketiga, Bagaimana Problematika dalam proses sertifikasi tanah wakaf 

di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. 

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Jemur 

Wonosari Wonocolo Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang 

terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Pendekatan 

kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan 

menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang diperoleh di lapangan yaitu 

dari pihak nadzir dan Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa masih banyak tanah wakaf 

yang belum bersertifikat secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk 

mengungkapkan data dan menguraikan tentang permasalahan dalam proses 

persertifikasian tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota 

Surabaya. 

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Status sertifikat tanah wakaf di 

Kelurahan Jemur Wonosari, berdasarkan data yang diperoleh di Kantor Urusan Agama 

(KUA) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kebanyakan tanah wakaf diperuntukan 

untuk masjid statusnya belum bersertifikat; sedangkan Proses persertifikasian tanah 

wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari sudah sesuai dengan undang-undang. Dan 

kendala dalam proses persertifikasian tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari 

disebabkan karena para nazhir belum melengkapi persyaratan untuk melakukan 

sertifikasi tanah wakaf, karena surat-surat pada saat awal proses perwakafan tidak 

lengkap demikian juga. Wakif sudah meninggal dan ahli waris tidak diketahui 

keberadaannya serta terkendala dalam masalah biaya dan prosesnya yang 

membutuhkan waktu yang lama. 

Sejalan dengan uraian di atas maka, ada beberapa usulan dan saran untuk 

perbaikan selanjutnya, yaitu perlu adanya pelatihan dan pembekalan baik itu dari 

jajaran kepemimpinan sampai pelatihan terhadap nazhir tentang prosesi sertifikasi 

tanah wakaf, khususnya di Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran agama Islam yang 

menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah itjima’iyah 

(ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah 

pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya. Wakaf 

dilaksanakan dengan lillahi ta’ala. Perbuatan tersebut murni dilandasi oleh 

rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT.  

Para era sekarang ini pemanfaatan wakaf sangat penting, terutama 

tentang kenadziran. Apabila nazhir berkenan mengelola, memelihara, 

memproduktifkan dan meyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada mauquf 

 alaih maka potensi kualitas wakaf akan sangat berperan penting dalam׳

kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Dari perspektif ini 

wakaf termasuk dalam kelembagaan bisnis yang profit oriented. Selanjutnya 

terkait pula dengan keuntungan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut 

tanpa timbal balik kepada mauquf ׳alaih. Biasanya ini berkaitan dengan 

layanan sosial, pengelolaan seperti ini termasuk dalam kategori yayasan sosial 

yang tidak profit oriented.1 

Wakaf menurut UU No. 41 tahun 2014 adalah perbuatan hukum wakif 

untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 

 
1 Badan wakaf Indonesia, Manajemen Wakaf di Era Modern (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia 

Gedung Bayt Al-Qur’an, 2013), 31. 
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untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 

menurut syariah. Demikian pula wakaf juga merupakan suatu pengabdian diri 

kepada Allah Swt, sebagai jembatan antara hubungan sesama manusia dengan 

pencipta-Nya.selain itu wakaf berfungsi untuk rasa sosial sesama umat.  

Selama ini perwakafan belum diatur secara tuntas dalam peraturan 

perundang-undangan yang ada. Wakaf mengalir begitu saja seperti apa 

adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh baik ditinjau 

dari pemberian motivasi maupun pengelolaannya. Akibatnya dapat dirasakan 

hingga kini, yaitu terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf 

sesungguhnya. Disamping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan, 

banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus 

bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan.2  

Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari wakaf yang 

sesungguhnya dan juga akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam 

sebagai ekses penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf 

terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. 

Padahal kalau dikaji dengan seksama, perkembangan Islam di 

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya peranan wakaf. Kebiasaan 

berwakaf sebenarnya sudah melembaga sedemikian rupa dikalangan umat 

Islam, walaupun hasilnya belum maksimal seperti apa yang diharapkan. 

 
2 Abdul Ghofar Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia, (Yogyakarta : Pilar Media, 

2005),  1. 
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Artinya, jumlah harta wakaf khususnya wakaf tanah dan uang belum 

mencukupi dan berpengaruh secara signifikan di masyarakat. Kenyataan ini 

memerlukan penanganan professional untuk mengembangkan potensi wakaf 

sebagai penunjang dakwah Islamiyah. 

Di Indonesia, masalah pertanahan memperoleh kedudukan yang 

penting, hal ini dapat diketahui di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945 yang berbunyi : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat”. 

Pengaturan tentang pertanahan tersebut selanjutnya diatur dalam 

Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang lebih lanjut lagi diatur 

dalam berbagai peraturan pelaksanaan. 

Salah satu masalah keagamaan yang menyangkut hukum pertanahan 

adalah masalah perwakafan, tanah milik wakaf adalah suatu lembaga 

keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana pembangunan 

dan pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat Islam dalam 

rangka mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil guna menuju masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. 

Sesusai dengan peraturan pemerintah tanah wakaf adalah tanah hak 

milik yang sudah diwakafkan. Perwakafan tanah hak milik merupakan suatu 

perbuatan hukum yang suci, mulia dan terpuji yang dilakukan oleh seseorang 

atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang 
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berupa tanah hak milik dan melambangkannya untuk selama-lamanya menjadi 

wakaf sosial. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki perairan dan daratan yang 

sangat luas, daratan itu sendiri memiliki tanah wakaf yang sangat luas. Namun 

masih sangat banyak tanah wakaf di Indonesia yang belum memiliki sertifikat. 

Sehingga hal ini memberikan dampak yang tidak jelas posisinya sebagai tanah 

wakaf dan mempunyai kendala dalam penggunaan tanah wakaf itu.  

Sementara sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak 

yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang sudah 

terdaftar dalam buku tanah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1): 

sertifikat hanya diserahkkan kepada pihak yang namanya tertera dalam buku 

tanah. Buku tanah adalah dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik 

tanah yang tertera haknya, sedangkan sertifikat tanah adalah surat tanda bukti 

hak atas tanah yang dibukukan dalam buku tanah tersebut.  

Legalitas perwakafan saat ini masih kurang diminati oleh masyarakat, 

dalam artian masyarakat masih menyepelekan legalitas dari tanah yang 

diwakafkan. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Jemur Wonosari, dimana 

banyak sekali tanah wakaf yang sudah berdiri bangunan berupa masjid, 

mushola, dan tempat sosial yang tidak memiliki sertifikat wakaf. Banyaknya 

tanah wakaf yang tidak memiliki legalitas di Jemur Wonosari ini ditakutkan 

akan terjadi sengketa yang diawali oleh ahli waris yang meminta kembali tanah 

wakaf dengan alasan tak ada legalitas yang sah atas perwakafan tersebut. 

Terlebih lagi di Kelurahan Jemur Wonosari banyak sekali pendatang dari luar 

Kota Surabaya, besar kemungkinan wakif  ialah penduduk asli dan nadzir 
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adalah pendatang, dimana hal ini dapat memicu ketidakpercayaan ahli waris  

kepada nadir tentang perwakafan tanah tersebut. 

Sangat banyak sekali ditemukan dimana tanah wakaf yang telah 

diwakafkan kepada penerima wakaf digugat oleh ahli waris dari pemberi wakaf 

dan mengklaim bahwa tanah itu miliknya dan setiap saat tanah tersebut dapat 

diambil.3 Hal ini dikarenakan tidak adanya sertifikat tanah wakaf itu sendiri. 

Jika sudah terjadi demikian maka nadzir tidak dapat melakukan apa-apa dalam 

upaya mempertahankan tanah wakaf itu. Sebelum adanya peraturan yang 

mengatur tentang perwakafan tanah milik ini, maka pelaksanaan wakaf sendiri 

dilakukan dengan keikhlasan, tanpa memiliki bukti yang tertulis. Hal ini 

tentunya tidak memberikan kekuatan hukum dan kejelasan sehingga akan 

menimbulkan perebutan dan menjadi persengketaan di kemudian hari. 4 

Berkaitan dengan itu pemerintah mengambil sebuah tindakan yang dinilai 

cukup tepat dalam mengamankan dan menjaga kelestarian tanah wakaf dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan Tanah Milik. Namun Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan zaman, alasannya karena pada saat ini yang menjadi 

obyek wakaf tidak hanya tanah saja, melainkan ada obyek lain seperti 

kendaraan, uang, dan benda bergerak lainnya. Oleh karena itu, diperlukan 

kebijakan–kebijakan lain yang dapat menertibkan dan memberikan dampak 

positif terhadap tanah wakaf. Sehingga dalam perkembangannya 

 
3 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Kencana, 2008). 
241. 
4 http:/www.scholar.unand.ac.id/17447/3/tentang-wakaf.html, diakses pada tanggal 14 juni 2017 

Pukul 02.03 WIB. 

http://www.scholar.unand.ac.id/17447/3/tentang-wakaf.html
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dikeluarkanlah Undang - Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf untuk menggantikan PP Nomor 28 Tahun 1977 

Perwakafan Tanah Milik. 

Selain UU Wakaf yang mengatur tentang wakaf, dasar hukum wakaf 

juga terdapat dalam Al-Qur‟an, yaitu sebagai berikut: 

نْ فَقُوا لََمُْ أَجْرٌ آمِنُوا بِِللَّهِ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا مِها جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَن فِيهِ فاَلهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَ 
 ( ٧كَبِيٌر ) 

 

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah 

sebagian hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. 

Maka orang-orang beriman diantara kamu dan menafkahkan hartanya 

akan memperoleh pahala yang besar”. 

 
Pelaksanaan perwakafan tanah di Jemur Wonosari masih banyak 

dilakukan dengan cara rasa saling percaya, kondisi ini membuat tanah yang 

diwakafkan tidak memiliki dasar hukum. Menurut ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan 

maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Selanjutnya Akta Ikrar 

Wakaf (AIW) didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dibuatkan 

sertifikatnya. 

Pada prinsipnya tanah wakaf yang telah bersertifikat tidak dapat 

dilakukan perubahan terhadap peruntukan atau penggunaannya selain dari apa 

yang telah ditentukan dalam ikrar wakaf. Namun perubahan peruntukan atau 

penggunaan tanah milik yang telah diwakafkan dapat dilakukan karena tidak 

sesuai lagi dengan tujuan wakaf yang sesuai dengan apa yang di ikrarkan 
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wakif. Kepentingan Umum, Perubahan peruntukan tanah wakaf tersebut harus 

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama.5 Selanjutnya 

perwakafan tanah itu sendiri tidak lepas kaitannya dari hukum Islam dan 

hukum agraria nasional. 

Sehingga pada Tahun 2004 sertifikasi tanah wakaf dilakukan secara 

bersama oleh Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 

Kedua lembaga tersebut mengeluarkan surat keputusan bersama Menteri 

Agama dan Kepala BPN Nomor 422 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah 

Wakaf. Beberapa daerah di Indonesia sering terjadi permasalahan berkaitan 

dengan kisruh tanah wakaf, hal ini karena sebagian tanah wakaf tidak tercatat 

secara administrasi, maka banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula 

yang menjadi sengketa. Status hukum yang pasti bagi tanah wakaf sangat 

penting artinya antara lain bagi pemanfaatan tanah wakaf sehingga sesuai 

dengan tujuan perwakafan itu sendiri.6 

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat 

sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan ikrar (pernyataan) 

secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan 

kepada nadzir. Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak 

tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di 

pengadilan. Melalui sertifikasi tanah ini, diharapkan tanah wakaf tersebut 

dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat umum. 

 
5 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia  (Jakarta, PT. Djambatan, 2005),  272. 

6 Imam Suhadi, Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 

2002), 6. 
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Bukannya dijadikan sebagai objek sengketa ataupun dialih fungsikan untuk 

kepentingan pribadi oleh ahli waris yang tidak bertanggung jawab. Penyebab 

persengketaan perwakafan tanah yaitu karena masih banyaknya tanah wakaf 

yang tidak ditindaklanjuti dengan menyertifikatkan tanah tersebut. Selain itu 

banyak terjadi permasalahan dimana ahli waris dari wakif meminta kembali 

tanah yang telah diwakafkan dan terdapat pula penyimpangan penggunaan 

tanah wakaf yang telah dikuasai secara turun temurun oleh nadzir.7 

Salah satu permasalahan perwakafan yang akan dikaji dalam penelitian 

ini, penulis mengambil salah satu masalah yang nantinya dapat dikaji lebih 

dalam, yaitu tentang sertifikasi tanah wakaf terutama di kota kota besar 

seperti Surabaya, karena banyaknya tanah wakaf di surabaya namun masih 

banyak juga tanah wakaf yang belum memiliki sertifikasi. Lalu melihat respon 

pihak yang berwenang dalam menangani sertifikasi juga masih kurang 

observasi, sehingga menimbulkan banyaknya tanah wakaf belum jelas fungsi 

dan kegunaannya. 

Berkaitan dengan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penulis 

tertarik untuk meneliti mengenai tanah wakaf yang masih belum jelas 

mengenai sertifikasinya. Adapun hasil tersebut akan di luangkan dalam 

bentuk skripsi yang berjudul Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Di 

Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. 

 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

 
7 Ibid., 20. 
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Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis menemukan 

beberapa masalah yang dapat di identifikasi yaitu: 

1. Potensi sertifikasi tanah wakaf di Indonesia belum berpengaruh besar 

terhadap proses pengelolaannya. 

2. Kurangnya komunikasi antara pihak KUA dengan pihak Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) sehingga belum  layaknya sertifikasi tersebut. 

3. Banyak tanah wakaf yang masih ilegal 

4. Banyaknya tanh wakaf yang sertifikasinya belum jelas atau tidak ada 

5. Pemanfaatan tanah wakaf yang kurang produktif 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang Problematika 

Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo 

Kota Surabaya. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana status tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan 

Wonocolo Kota Surabaya ? 

2. Bagaimana proses sertifikasi tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari 

Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya ? 

3. Bagaimana problematika dalam proses sertifikasi tanah wakaf di 

Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya ? 

 

 

D. Tujuan Penelitian  
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1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis status tanah wakaf Kelurahan 

Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. 

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses sertifikasi tanah wakaf 

di Kelurahan  Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. 

3. Untuk menganalisis problematika dalam proses sertifikasi tanah wakaf di 

Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. 

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka adalah Penelitian terdahulu yang memuat tentang hasil 

penelitian dan karya ilmiah yang telah terdahulu. Berdasarkan penelusuran, 

peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu. Hal itu dilakukan agar 

penelitian yang sedang diteliti tidak memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya. Kalaupun ada bukan kesamaan yang bersifat 

mutlak. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Ismaniar Ismail dan Novayanti sopia Rukman S dalam Jurnal 

Administrasi ISSN 2301-7058 yang berjudul “Efektivitas Layanan 

Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA) DI Kota Makassar”. Dari 

hasil penelitian yang dilakuka menunjukan pelaksanaan Layanan 

Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Kota Makassar kurang 

efektif. Hal ini diakibatkan karena indikator efisiensi pelayanan dari segi 

waktu, dimana penyelesaian sertifikasi dan pelaksanaan Larasita tidak 

sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini, 

diperparah dengan kondisi prasarana yang mengalami kerusakan dan 
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keterbatasan sehingga menghambat proses pelayanan Larasita. Namun, 

indikator prosedur pelayanan, koordinasi pimpinan dan bawahan serta 

responsivitas pegawai dapat dikatakan efektif.8 Persamaannya adalah 

mengkaji tentang sertifikat tanah wakaf, sedangkan perbedaannya 

adalah peneliti mengkaji tentang problematika dalam sertifikasi tanah 

wakaf dan Ismaniar Ismail & Novayanti Sopia Rukmana S lebih fokus 

pada efektivitas layanan rakyat untuk sertifikasi tanah wakaf. 

2. Anohib dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Tugas Nazhir Dalam 

Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”. Metode penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya pengelolaan 

tanah wakaf oleh nazhir belum efektif, karena  jumlahnya yang masih 

sedikit, sedangkan potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan banyak.9 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

adalah sama-sama mengkaji tentang tanah wakaf, sedangkan perbedaan 

terletak pada fokusnya, dimana peneliti fokus pada permasalahan 

sertifikasi tanah wakaf sedangkan Anohib lebih fokus pada peran nazhir 

dalam pengelolaan tanah wakaf pada masjid. 

3. Sanep Ahmad dan Nur Diyana bt Muhamed, dalam jurnal Internasional 

yang berjudul “Institusi Wakaf dan Pembangunan Ekonomi Negara : 

Kes Pembangunan Tanah Wakaf di Malaysia”. Metode yang digunakan 

 
8 Ismaniar Ismail & Novayanti Sopia Rukmana S “Efektivitas Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi 

Tanah (Larasita) di Kota Makassar”, Jurnal Administrasi’ta ISSN 2301-7058, Dosen STISIP 

Muhammadiyah Sinjai. 
9 Anohib “Efektifitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”. (Skripsi-

- IAIN Bengkulu, 2017).  
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pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian 

ini adalah dana wakaf telah disediakan dan pengurusan dana ini 

dilakukan secara profesional dan terdapat juga beberapa peruntukah 

khas untuk wakaf dalam RMK-9, RMK-10 dan bujet 2010. Program 

khusus seperti pembangunan bazar wakaf untuk rakyat juga telah 

dilaksanakan bagi memastikan peranan positif institusi wakaf dalam 

pembangunan ekonomi. Implikasi penting kajian ialah institusi wakaf 

kini telah diakui kepentingannya dan peruntukan khusus perlu terus 

dipertingkatkan dari masa kesemasa bagi memastikan peranannya dalam 

pembangunan ekonomi negara khususnya pembangunan ekonomi umat 

islam.10 

4. Ahmad Afif dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang 

Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Aset Persyarikatan 

Muhammadiyah Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum (Studi di SD 

Muhammadiyah 9 Malang)” Metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Hasil penelitiannya melihat secara yuridis 

tentang kasus sertifikasi tanah wakaf yang berlokasi di SD 

Muhammadiyah 9 Malang. 11  Persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang tanah 

wakaf, sedangkan perbedaan terletak pada fokusnya, dimana peneliti 

 
10  Sanep Ahmad dan Nur Diyana bt Muhamed. “Institusi Wakaf dan Pembangunan Ekonomi 

Negara : Kes Pembangunan Tanah Wakaf di Malaysia”, Jurnal Internasional, (Universitas 

Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi Selangor, 2011)  
11  Ahmad Afif “Tinjauan Yuridis Tentang Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf Aset 

Persyarikatan Muhammadiyah Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum (Studi di SD 

Muhammadiyah 9 Malang)” (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).  
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fokus pada permasalahan sertifikasi tanah wakaf sedangkan Ahmad 

Afifi lebih fokus pada tinjauan yuridis tentang sertifikasi tanah wakaf di 

SD Muhammadiyah 9 Malang. 

5. Nur Zubaidah dalam Skripsi yang berjudul “Problematika Perwakafan 

Hak Milik Atas Tanah dan Cara Penyelesaiannya menurut Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kabupaten 

Purworejo)” Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

empiris. Hasil penelitiannya melihat faktor yang dapat mempengaruhi 

timbulnya permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam 

menyelesaikan masalah tentang kasus sertifikasi tanah wakaf yang 

berlokasi di Kabupaten Purworejo. 12  Persamaan antara penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji 

tentang tanah wakaf, sedangkan perbedaan terletak pada fokusnya, 

dimana peneliti fokus pada permasalahan sertifikasi tanah wakaf 

sedangkan Nur Zubaidah lebih fokus pada ppenyebab timbulnya 

permasalahan dan apa saja kendala dalam menyelesaikan permasalahan 

tanah wakaf. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Problematika 

Problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi 

 
12 Nur Zubaidah “Problematika Perwakafan Hak Milik Atas Tanah dan Cara Penyelesaiannya 

menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kabupaten Purworejo)”. 

(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).  
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dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu Tuan Guru 

(faktor eksternal) maupun dalam upaya pemberdayaan masyarakat 

islami secara langsung dalam masyarakat.13 

2. Sertifikasi Tanah Wakaf 

Sertifikasi tanah wakaf adalah proses atau prosedur yang merujuk pada 

kejadian atau peristiwa untuk mendapatkan sertifikat hak milik guna 

melindungi keberadaannya dan bebas dari segala perkara, pembebanan, 

ikatan hingga sitaan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar penulis dapat 

mengetahui dan menggambarkan serta menganalisis permasalahan yang 

diperoleh di lapangan yaitu dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum 

bersertifikat secara lugas dan terperinci serta berusaha untuk 

mengungkapkan data dan menguraikan tentang permasalahan dalam 

proses persertifikasian tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari 

Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.14 

 
13 Aplikasi KBBI 
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 64. 
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2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data lapangan dan 

data kepustakaan. Data lapangan yaitu data yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara 

dengan para narasumber dalam hal ini nadzir, pegawai kantor serta staf-

staf KUA yang dianggap tahu mengenai permasalahan dalam proses 

persertifikasian tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan 

Wonocolo Kota Surabaya. 

Sedangkan data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari 

berbagai sumber atau yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau 

bahan kepustakaan, seperti buku-buku pembahasan mengenai wakaf, 

jurnal atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian.15 

3. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari 

hasil wawancara dengan responden yaitu nadzir dan pihak yang 

dianggap tahu mengenai permasalahan dalam proses persertifikasian 

tanah wakaf yaitu KUA di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan 

Wonocolo Kota Surabaya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah jenis data tambahan yang mendukung 

 
15 Ibid., 66. 
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terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari dokumentasi foto hasil kegiatan wawancara peneliti. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah data tambahan yang diperoleh dari 

berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian.16 Data 

sekunder dalam penelitian ini terdiri dari : 

1) Buku-buku yang membahas tentang wakaf 

2) Jurnal fikih yang berhubungan dengan wakaf 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan 

untuk menjawab permasalahan penelitian. Oleh karena itu, data harus 

selalu ada agar permasalahan penelitian itu dapat dipecahkan. Dalam 

penelitian ini jenis data yang dikumpulkan tediri dari data yang bersifat 

primer dan data yang bersifat sekunder. Data primer pada penulisan ini 

diperoleh dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.17 

a. Wawancara 

Wawancara, dimaksudkan melakukan tanya jawab secara 

langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan 

informasi. Yakni, dengan menggunakan pedoman wawancara yang 

telah ditentukan (terstruktur) yang ditujukan kepada responden yang 

telah ditetapkan. Pertanyaan-pertanyaan itu mengacu seputar 

 
16Ibid., 69. 
17 Ibid., 72. 
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masalah tentang persertifikasaian tanah wakaf. 

b. Dokumentasi 

Di dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai hal- 

hal atau variabel yang berasal sari sumber tertulis, seperti catatan, 

arsip-arsip, buku, majalah, surat kabar, jurnal dan sebagainya. 

 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk 

menguraikannya dalam lima bab bahasan, yaitu : Bab I (satu) berisi 

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah untuk memberikan 

penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan, yakni untuk mengetahui 

problematika dalam sertifikasi tanah wakaf di kelurahan Jemur Wonosari 

Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Kemudian peneliti merumuskan 

masalah penelitian ke dalam tiga rumusan penelitian, yakni : 1) Bagaimana 

status tanah wakaf di kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota 

Surabaya, 2) Bagaimana proses sertifikasi tanah wakaf di kelurahan Jemur 

Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, 3) Bagaimana problematika 

dalam proses sertifikasi wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan 

Wonocolo Kota Surabaya ?. Kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan 

penelitian untuk menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya 

penelitian terdahulu yang menjelaskan persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, hal itu dilakukan agar 
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penelitian yang sedang diteliti tidak memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya. Lalu metode penelitian, bermaksud untuk 

menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, 

pendekatan apa yang akan digunakan dan bagaimana langkah-langkah 

penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir, sistematika penulisan untuk 

memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai 

kerangka bahasan penelitian. 

Pada Bab II (dua) berisis Kajian Teori yang terdiri dari bahasan tentang 

sertifikat tanah wakaf. Di dalam hal ini penulis merasa penting untuk 

membahasnya, karena ini termasuk pembahasan yang lebih terfokus pada 

penelitian ini. Pada bab ini akan dijelaskan pengertian wakaf, dasar hukum 

wakaf, rukun dan syarat wakaf, objek, fungsi dan tujuan wakaf, nadzir, 

pengertian sertifikasi tanah wakaf, tujuan pendaftaran sertifikasi tanah wakaf, 

administrasi harta benda wakaf, dan prosedur sertifikasi harta benda wakaf 

tak bergerak. 

Bab III (tiga) berisi Gambaran Umum Objek Peneltian yang terdiri 

dari gambaran umum di kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo 

Kota Surabaya yaitu sejarah di kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan 

Wonocolo Kota Surabaya, letak geografis, keadaan sosial budaya, jumlah 

tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari Wonocolo Kota Surabaya, 

Gambaran tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari Wonocolo Kota 

Surabaya. 

Bab IV (empat) berisi bahasan tentang analisa status tanah wakaf di 
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kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya. Kemudian 

proses sertifikasi tanah wakaf di di kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan 

Wonocolo Kota Surabaya serta Problematika dan Solusi dalam proses 

sertifikasi tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo 

Kota Surabaya. 

Bab V (lima) Penutup, yang merupakan kesimpulan dari hal-hal yang 

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga memberikan saran-saran. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20 
  

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Wakaf adalah suatu perantara yang bersalah dari hukum Islam. 

Apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan 

perwakafan tanah pada khusunya, tidak mungkin unutk melepasakan diri 

dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Dalam 

hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tetang wakaf, karena terdapat 

banyak pendapatyang sangat beragam.18 

Wakaf berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab adalah Waqafa 

yang berarti menahan atau berhenti. Arti “menahan” disini adalah sesuatu 

yang berkenaan dengan harta benda sesuai dengan pandangan hukum 

Islam. Dikarenakan wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dihibahkan, 

diwariskan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf 

tersebut. Harta benda yang di wakafkan disebut dengan mauquf, 

sedangkan orang yang mewakafkan disebut wakif. 

Wakaf dalam hukum Islam berarti menyerahkan suatu hak milik 

yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang pengelola wakaf atau biasa 

disebut dengan nadzir, baik berupa perorangan maupun badan pengelola, 

 
18 Abdurrahman, Masalah Perwwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, 
(Bandung: Citra aditnya bakti, 1994), 15. 
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dengan ketentuan tersebut ketentuan hasil dan manfaatnya digunakan 

untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam. Menurut Abdu 

Halim, wakaf adalah menghentikan manfaat dari harta yang dimiliki 

secara sah oleh pemilik yang asal mulanya diperbolehkan. Menghentikan 

dari segala yang diperbolehkan seperti menjual, mewariskan, 

menghibahkan, dan lain sebagainya.19 

2. Dasar Hukum Wakaf 

a. Dasar hukum wakaf menurut Alquran 

Secara umum, dalam al-Qur‟an tidak ada ayat yang 

menjelaskan wakaf secara eksplisit. Wakaf dianggap sebagai bagian 

dari infak, maka dasar yang digunakan para ulama untuk menerangkan 

konsep wakaf bedasarkan dalil yang menjelaskan tentang infak. Dasar 

hukum wkaf menurut Alquran antara lain adalah: 

1) Alquran surah Al-Baqarah Ayat 261 

فِ كُلِّ  سَنَابِلَ  سَبْعَ  أنَْ بَ تَتْ  حَبهةٍ  اللَّهِ كَمَثَلِ  سَبِيلِ  فِ  أمَْوَالََمُْ  يُ نْفِقُونَ  الهذِينَ  مَثَلُ 
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) ُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّه بُ لَةٍ مِائةَُ حَبهةٍ وَاللَّه  ( ٢٦١سُن ْ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya 

mereka dijalan Allah adlah serupa dengan butir benih yang 

menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. 

Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang Dia 

kehendaki. Dan Allah Maha luas (KaruniaNya) lagi Maha 

mengetahui.” (Q.S.  Al-Baqarah: 261) 

 

2) Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 267 

تُمْ وَمِها أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَلا  يََ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَِِّبَاتِ مَا كَسَب ْ
مُوا الْْبَِيثَ  مِنْهُ تُ نْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِِخِذِيهِ إِلا أَنْ تُ غْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنه اللَّهَ غَنٌِِّ   تَ يَمه

 
19 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 8. 
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يدٌ )   ( ٢٦٧حََِ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan 

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah: 267) 
 

3) Alquran Surah Ali Imran Ayat 92 

بُّونَ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فإَِنه اللَّهَ بهِِ عَلِيمٌ    ( ٩٢)لَنْ تَ نَالُوا الْبره حَتَّه تُ نْفِقُوا مِها تُُِ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang 

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka 

sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali-Imron: 92) 
 

Ayat-ayat diatas merupakan anjuran untuk bertindak dari harta 

yang diperolah untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam Alquran tidak ada yang menerangkan 

wakaf secara eksplisit, hanya bentuk motivasi agar umat Islam 

melakukan amal ibadah maliyah. 

b. Dasar hukum wakaf menurut hadis 

Berbeda dengan ketentuan yang berada di Alquran, dalam 

asSunnah terdapat riwayat-riwayat yang jelas (eksplisit) yang 

berkaitan dengan wakaf. Baik aturan wakaf maupun praktik-praktik 

wakaf pada zaman Nabi dan sahabat.  Hadist yang menyampaikan 

tentang dasar perwakafan adalah sunnah yang menceritakan tentang 

kisah Umar bin al-Khaththab yang memperoleh tanah lalu meminta 

petunjuk kepada nabi tentang tanah tersebut. Nabi menganjurkan 

untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Adapun 
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redaksi hadist tersebut adalah:    

أنبأني  قال  عون  ابن  حدثنا  الأنصاري  االله  عبد  بن  محمد  سعيد حدثنا  بن  قتيبة  حدثنا 
نافع عن ابن عمر  رضي االله عنهما أن عمر بن الْطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي 

االله إني رسول  يَ  فقال  فيها  يستأمره  وسلم  عليه  االله  أصب   صلى  لم  بخيبر  أصبت أرضا 
تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال  مالا قط أنفس عندي منه فما

فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها فِ الفقراء وفِ القربى وفِ 
منها  يأكل  أن  وليها  من  على  جناح  لا  والضيف  السبيل  وابن  االله  سبيل  وفِ  الرقاب 

ويطعم .  بِلمعروف  مالا(  متماثل  غير  سرين:  ابن  به  فحدثت  قال:  متمول.  رواه   (غير 
 )البخارى

Artinya : “Menceritakan kami Qutaibah Ibn Said, menceritakan 

kepada kami Muhammad Ibn Abdullah al-Ashari, menceritakan 

kepadaku Ibn Umar r.a bahwa: Umar Ibn Al-Khatab memperoleh tanah 

di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad, untuk meminta 

petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah 

SAW! Saya memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya 

peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa 

perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: “Jika 

mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibnu 

Umar berkata: “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan 

mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan 

tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara’, 

kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan 

tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan 

dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada 

yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata: 

dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: “Tanpa menyimpannya sebagai 

harta hak milik”. (H.R al-Bukhari). 

c. Dasar Hukum Wakaf Menurut Perundang-Undangan 

Peraturan perundang-undangan. Sejak dahulu, praktik wakaf 

telah ada sejak zaman kerajaan Islam dan telah menjadi kekuatan sosial 

politiknya pada saat itu. Saat ini, salah satu faktor penting yang ikut 

mewarnai corak dan perkembangan wakaf di Indonesia adalah ketika 

negara ikut mengatur kebijakan wakaf melalui seperangkat peraturan 
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yang menjadi landasan hukum positif Indonesia dasar hukum wakaf 

dapat di lihat dari beberapa peraturan di bawah ini : 

1) UU No 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok 

agraria, di mana negara secara resmi menyatakan perlindungan 

terhadap harta wakaf. Penegasan atas perlindungan tanah milik 

perwakafan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 

1961 tentang pendaftaran tanah. 

2) PP No 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, peraturan ini 

mengatur investarisasi tanah wakaf, proses terjadinya perwakafan 

tanah milik dan proses pemberian hak atas tanah wakaf. 

3) Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), peraturan ini merupakan pembaharuan dari 

pearaturan sebelumnya, beberapa perluasan dari peraturan tersebut 

antara lain berkaitan dengan objek wakaf, nazhir dan sebagainya. 

4) UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, peraturan ini merupakan 

penyempurna dari peraturan yang sudah ada dengan menambahkan 

hal-hal baru yang merupakan pemberdayaan wakaf secara 

produktif. Dalam undang-undang ini terdapat perluasan benda 

yang diwakafkan yaitu mengatur tentang benda bergerak seperti 

uang dan benda-benda bergerak lainnya. 

5) PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 

41 tahun 2004 tentang wakaf meliputi, ketentuan umum, nadzir, 

jenis harta, akta ikrar dan pejabat pembuat akta ikrar, tata cara 

pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan 

pengembangan, bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia, 

pembinaan nadzir dan pengawasan harta benda wakaf.20 

 

3. Rukun dan syarat Wakaf 

a. Rukun Wakaf 

Rukun dalam bahasa arab mempunyai makna yang sangat 

luas. Secara etimologi rukun disa diterjemahkan dengan “sisi yang 

terkuat”. Dengan demikian,  kata rukun al-sya‟i diartikan sebagai sisi 

dari sesuatu yang menjadikan tempat bertumpu. Adapun dalam arti 

terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan 

 
20 Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan…, 29. 
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sesuatu disiplin tertentu yang merupakan bagian dari sesuatu itu. 

Oleh karenanya, sempurna atau tidaknya wakaf sangat tergantung 

kepada rukun-rukun dari wakaf tersebut. Dalam konsep Islam wakaf 

adalah perbuatan hukum  seseorang atau kelompok orang atau badan 

hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadat 

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.21 Rukun 

wakaf ada empat, yaitu :22  

1) Orang yang berwakaf (waqif)   

Waqif adalah orang yang mewakafkan sebagian hartanya. 

Unsur waqif ini bisa terdiri atas perseorangan, organisasi atau 

badan hukum. Orang yang berwakaf ini berarti dia hendak 

melakukan kebaikan dan harus atas kehendaknya sendiri (tanpa 

paksaan dari orang lain). Hanafiyyah mensyaratkan waqif bukan 

orang yang pailit kecuali mendapat ijin dari krediturnya. 

Kepailitan akan menghalangi seseorang mewakafkan, karena 

masih ada kewajiban seseorang untuk menghilangkan kesulitan 

yang ada pada dirinya Syarat waqif adalah seorang wakif mesti 

termasuk individu yang oleh hukum dan syariat dianggap layak 

untuk melakukan transsaksi ekonomi, seperti dewasa, berakal 

sehat dan merdeka. Tidak sah wakafnya anak kecil, orang gila 

 
21  Komplikasi Hukum Islam di Indonesia Bab I pasal 215, 99. 
22  Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan, 
(Semarang: CV Karya Abadi, 2015), 25-38. 
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dan hamba sahaya.23 

Berikut adalah syarat untuk menjadi wakif : 

a) Dewasa 

Anak yang belum dewasa belumlah layak untuk melakukan 

akad walaupun secara moral sangatlah terpuji dan 

memperoleh pahala seperti sedekah, hibah dan 

membebaskan budak, oleh karena itu wakaf yang dilakukan 

amak-anak tidaklah sah. 

b) Berakal sehat 

Orang yang sakit ingatan (majnun), mabuk (sakar) 

dan idiot (ma’tuh) semua tindakannya tidak dapat 

dipertanggung jawabkan dan ia tidak sah beramal wakaf. 

c) Pemilik penuh harta 

 

Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta 

tersebut, seseorang yang diserahi tugas untuk mengurus harta 

atau hanya sebagai pengguna seperti pengelola, penggarap, 

penyewa, peminjam, dan pembeli gadai tidak dapat 

mewakafkan harta yang dikuasainya karena bukan pemilik 

penuh. 

d) Pemilik sah harta 

 

Pewakaf adalah pemilik sah harta tersebut, oleh 

karena itu, penggasab, penyerobot, pencuri dan pemilik harta 

 
23 Rachmati Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, c. I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 66-67. 
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ilegal, tidak sah berwakaf karena bukan pemilik sah dari 

harta tersebut.24 

e) Tidak tenggelam hutang 

 

Orang yang mempunyai hutang yang melebihi 

jumlah hartanya tidak sah berwakaf. Ulama Hanafiyah 

membagi hutang kepada hutang yang melebihi harta dan 

hutang yang tidak melebihi harta. Orang yang mempunyai 

hutang yang melebihi hartanya tidak sah berwakaf dan orang 

yang tidak mempunyai hutang tidak melebihi hartanya maka 

wakafnya sah.25 

2) Harta yang akan di wakafkan (mauquf)   

Para ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan 

bersifat mal mutaqawwim yaitu harta yang boleh dimanfaatkan 

menurut syari‟at. Suatu harta yang diwakafkan harus benda yang 

manfaatnya kekal dalam arti bahwa barang/bendanya tidak rusak 

ketika manfaatnya dipergunakan. Syarat bagi Mauquf adalah 

harta wakaf tersebut adalah nyata, dapat dimanfaatkan, 

bermanfaat, tahan lama dan merupakan hak milik waqif sendiri. 

Namun demikian, harta yang diwakafkan tersebut akan 

dipandang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut: 

a) Kepunyaan sendiri 

 
24  H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), c. I, (Jakarta : 

Departemen Agama RI, 2010), 110-115. 
25 Ibid., 116. 
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Barang yang hendak diwakafkan itu betul-betul harus 

di bawah penguasaan penuh dari wakif. Jika seseorang 

mewakafkan benda yang bukan miliknya maka hukumnya 

tidak sah seperti mewakafkan benda yang masih diundi 

dalam arisan, tanah yang masih dalam sengketa atau dalam 

jaminan jual beli. 

b) Jelas bendanya 

Barang yang diwakafkan itu harus jelas, baik 

kejelasan wujud, batasan maupun ukuran seperti misalkan 

mewakafkan tanah seluas 100m2. Syarat ini dimaksudkan 

untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang 

mungkin terjadi di kemudian hari karena ketidakjelasan 

benda tersebut, dengan kata lain menjamin kepastian 

hukum.26 

c) Harta benda bergerak dan tidak bergerak 

Kebiasaan masyarakat Indonesia seka dulu sampai 

sekarang pada umumnya mewakafkan harta yang tidak 

bergerak seperti tanah, kuburan, bangunan untuk masjid, 

madrasah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain 

dan pandangan tersebut disepakati semua mazhab. Selain 

benda tidak bergerak, dibolehkan juga berwakaf terhadap 

benda bergerak dan ulama sepakat akan hal itu kecuali dari 

 
26 Rachmati Usman, Hukum Perwakafan…, 116. 
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kalangan mazhab Hanafi. 

d) Benda tersebut telah diketahui ketika terjadi akad 

Benda yang diwakafkan harus diketahui ketika terjadi 

akad. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap 

harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah wakafnya.27 

e) Berupa benda, benda yang tidak bertentangan dengan syariat 

serta memiliki nilai guna 

Benda yang diwakafkan haruslah berpa benda, tidak 

boleh berwakaf manfaat semata tanpa ada benda dan juga 

tidak boleh berwakaf dengan suatu harta yang dilarang oleh 

syariat seperti babi, minuman keras dan buku-buku yang 

menyesatkan. 

f) Tahan lama 

Benda wakaf haruslah tetap zatnya dan dapat 

dimanfaatkan dalam jangka panjang tidak habis sekali pakai. 

Namun demikian, makna keabadian wakaf bersifat relatif 

tergantung jenis benda yang diwakafkan. Benda-benda yang 

memiliki karakter lestari tidak cepat rusak seperti tanah, 

pohon, senjata dan sebagainya,  keabadian selama benda-

benda tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, 

sedangkan benda-benda yang cepat rusak, tidak memilki 

daya tahan lama seperti karpet, tikar, kipas, lampu dan 

 
27 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Paradigma Baru Wakaf  di Indonesia, (Jakarta: 

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), 41-42. 
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sebagainya, keabadiannya sampai dengan benda-benda dan 

sebagainya, keabadiannya sampai dengan benda-benda 

tersebut tidak berguna lagi.28 

3) Tujuan Wakaf (al mauquf alaihi)  

 Syarat mauquf alaih adalah peruntukan hasil wakaf 

dapat diserahkan kepada pihak yang berhak menerima hasil 

wakaf pada waktu wakaf dilakukan. Maka benda-benda yang 

dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang 

termasuk dalam bidang untuk mendekatkan diri kepada Allah 

swt serta bermanfaat untuk kepentingan  umum.  

4) Ada akad sebagai pernyataan timbang terima harta wakaf itu dari 

tangan si wakif kepada orang atau tempat berwakaf (sighat)  

Yang dimaksud dengan sighat wakaf adalah kata-kata atau  

pernyataan atau ikrar yang dinyatakan atau diucapkan oleh 

seseorang yang berwakaf. Syarat lafadz akad wakaf adalah 

bahwa lafadz tersebut harus jelas menunjukkan terjadinya 

perbuatan wakaf .  

b. Syarat Wakaf 

Masing-masing dari rukun di atas juga harus memenuhi 

persyaratan tertentu. Syarat adalah sesuatu yang tergantung 

kepadanya adanya hukum, tetapi itu berada di luar hakikat sesuatu 

yang dikenai hukum itu. Syarat merupakan hal yang menentukan sah 

 
28 H. Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan..., 119. 
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atau tidaknya suatu wakaf. 29 Adapun syarat-syarat yang harus 

dipenuhi setidaknya ada 4 syarat yang harus dipenuhi diantaranya : 

1) Benda wakaf mempunyai nilai (harga). Benda yang mempunyai 

nilai (harga) adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang 

yang sah dan dapat digunakan secara hukum baik dalam keadaan 

bagaimanapun. Harta tersebut juga harus memiliki nilai yang 

dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan. Selain itu 

juga  dapat digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta 

sebagai hadiah.30 

2) Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya)  Para ulama 

mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak 

mengandung sengketa. Jika harta wakaf tidak diketahui secara 

pasti sifat dan kadar jumlahnya. Maka haruslah diberi batasan 

khusus agar kesaksian wakaf dapat dinyatakan sah. Melihat 

konteks sekarang dibutuhkan adanya bukti otentik dalam setiap 

tindakan pengalihan kepemilikan, pernyataan wakaf dari 

seseorang haruslah diberi batasan yang secara jelas. Hal ini 

disebabkan karena wakaf itu identik waktunya lama. 

Kemungkinan suatu saat akan muncul permasalahan 

ketidakjelasan harta wakaf, meskipun statusnya masih wakaf. 

Oleh sebab itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf 

 
29 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 20. 
30  Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, terj. Ahrul Sani Faturrahman, 
(Jakarta:IIMAN Press, 2004), 248. 
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haruslah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat 

sah wakaf, misalnya sertifikat tanah.31 

3) Benda wakaf harus hak milik penuh waqif Harta benda yang akan 

diwakafkan harus harta milik pewakaf sendiri (hak milik). Hal 

tersebut menjadi kesepakatan para ulama‟ fiqh karena wakaf 

adalah tindakan yang menyebabkan terlepasnya satu 

kepemilikan seseorang. 

4) Benda wakaf harus kekal Para fuqaha‟ berpendapat bahwa harta 

benda yang diwakafkan dzatnya harus kekal. Menurut Imam 

Malik, wakaf itu boleh dalam waktu tertentu. Menurut Ulama‟ 

Hanafiyyah bahwa harta benda yang diwakafkan itu dzatnya 

harus kekal (benda tidak bergerak) dan dapat dimanfaatkan 

terus-menerus. Akan tetapi ada tiga pengecualian benda 

bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu:  

a) Keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak 

seperti pohon, kerbau, dll.   

b) Kebolehan wakaf benda bergerak didasarkan pada dasar 

yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang 

yang digunakan untuk perang. 

c) Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan 

seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. 

Adapun syarat wakaf yang lain adalah :   

 
31 Ibid.,251 
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1) Tujuan wakaf  tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

agama Islam.  

2) Jika wakaf dilakukan melalui wasiat, maka baru terlaksana 

setelah si wakif meninggal dunia dan tidak boleh melebihi 1/3 

dari harta peninggalan.  

3) Wakaf itu pasti berkekalan dan terus menerus, artinya tidak 

boleh dibatasi dengan jangka waktu.  

4) Wakaf tidak boleh ditarik kembali leh si wakif atau ahli warisnya.   

5) Wakaf itu mesti dilakukan secara tunai, karena berwakaf berarti 

memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.  

6) Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa 

diwakafkan.   

7) Setiap harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan 

wakaf pada umumnya.  

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk dapat dikatakan 

telah ada perwakafan maka harus dipenuhi empat rukun secara kumulatif 

yaitu adanya wakif, nadzir, obyek wakaf (harta) dan akad wakaf. 

Sedangkan untuk syarat adanya wakaf yaitu wakaf harus dilakukan 

selama-lamanya, secara tunai dan terang.  

4. Objek, fungsi, dan Tujuan Wakaf 

Objek wakaf adalah harta benda yang oleh undang-undang wakaf 

disebut dengan harta benda wakaf yang didefinisikan sebagai harta benda 

yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta 
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mempunyai nilai ekonomi menurut syariat (pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 

2004). Dalam undang-undang disebutkan bahwa objek harta benda dapat 

berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak (pasal 16 UU Nomor 41 

Tahun 2004).32 

Tujuan wakaf disebutkan dalam undang-undang adalah bertujuan 

untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, 

sedangkan fungsi wakaf bertujuan untuk mewujudkan potensi dan 

manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan 

peningkatan kesejahteraan umum. Fungsi dan tujuan di atas menunjukkan 

langkah maju, fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana 

ibadah dan sosial tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana 

ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya33 

5. Nazhir 

Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diberikan 

tugas serta tanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengurusan benda 

wakaf. Nadzir dibentuk dimaksudkan untuk menjamin dan menjaga agar 

tanah hak milik yang diwakafkan tetap dapat berfungsi sesuai dengan 

tujuan wakaf. 

Secara bahasa nazhir berasal dari kata nazira yandzaru dan tawalla 

 
32 Tri Hidayati, Hukum Perwakafan Hak Cipta di Indonesia Upaya Intiminasi Antar Konsep dan 
Sistem Hukum,  t.tp, (Smartmedia, 2013), 15.  
33  H. Mukhlisin Muzarie, Hukum perwakafan dan Implikasinya Terhadap kesejahteraan 
Masyarakat (Implementasi Wakaf di pondok Modern Darussalam Gontor), (Jakarta : Dapertemen 

Agama RI. 2010), 175-176 
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yatawalli dengan arti menjaga dan mengurus. Sebutan tersebut secara 

penuh dan bulat bersumber dari istilah yang berlaku di dalam lingkungan 

fikih, selain sebutan nadzir banyak juga para ahli yang menyebutnya 

dengan mutawalli.34 

Kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam 

mengelola harta benda wakaf sangat penting. Meskipun para ulama tidak 

menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama 

sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir sebagai pengelola wakaf, 

baik nadzir yang bersifat perseorangan maupun yang bersifat 

kelembagaan (badan hukum).  

Pengangkatan nadzir bertujuan agar harta benda wakaf tetap 

terurus, terjaga serta tidak terbengkalai. Sehingga harta wakaf dapat 

diperoleh manfaatnya dan tidak sia-sia. Meskipun demikian, tidak berarti 

bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang 

diamanhkan kepadanya. Pada umumnya, ulama sepakat bahwa kekuasaan 

nadzir hanya terbatas pada pengelolaannya sesuai dengan peruntukan 

yang dikehendaki oleh wakif. 

Nadzir sebagai pihak yang memiliki tugas untuk memelihara, 

mengurus serta menjaga harta benda wakaf mempunyai kedudukan yang 

penting dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau tidaknya harta benda 

wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Untuk itu nadzir harus 

 
34 Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (Jakarta: 

Tatanusa, 2003), 97. 
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memenuhi syarat-syarat agar dapat  dimanfaatkan sesuai syariat. 

Secara garis umum, syarat-syarat nadzir harus disesuaikan dengan 

kebutuhan yang ada. Para ahli fiqih menetapkan syarat-syarat yang luwes 

(pantas dan tidak kaku), seperti orang yang pantas dan layak memikul 

tuganya. 

Berikut adalah Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nadzir, baik 

nadzir perorangan maupun nadzir badan hukum. Untuk nadzir perorangan 

syarat-syaratnya sebagai berikut : 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Beragama islam 

c. Dewasa/baligh 

d. Sehat jasmani dan rohani 

e. Bertempat tinggal di sekitar Kecamatan tempat letaknya tanah yang 

diwakafkan. 

Sedangkan syarat-syarat untuk nadzir badan hukum adalah : 

a. Badan Hukum Indonesia yang berdiri di Indonesia 

b. Sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan dimuat dalam Berita 

Negara 

c. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya tanah yang 

diwakafkan 

d. Tujuan dan usahanya jelas untuk kepentingan peribadatan atau 

keprluan umum lainnya, sesuai dengan syari’at. 

Bab V Pasal 42 UU No 41 Tahun 2004, menyebutkan bahwa : 
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“Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.” 35  Pasal 43 menyebutkan 

bahwa : 

a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan 

prinsip syariah. 

b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana 

dimaksud ayat (1) dilakukan secara produktif. 

c. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka 

diperlukan lembaga penjamin syariah. 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dilarang 

melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar 

izin tertulis dari BWI.36  

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapatkan pengawasan 

dengan baik, kepada nadzir (pengurus perseorangan) dapat diberikan 

imbalan  yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil 

sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya menurut UU No 41 

Tahun 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih benda 

wakaf yang dikelolanya.37 

 

 
35 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 bab V pasal 42 
36 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 bab V pasal 43 
37 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta : Pilar media, 

2005),  35. 
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B. Sertifikasi Tanah Wakaf 

1. Pengertian Sertifikasi Tanah Wakaf 

Sertifikat adalah surat keterangan tertulis yang dicetak oleh orang 

yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau 

suatu kejadian. Sertifikasi adalah proses atau prosedur tindakan hukum 

yang merujuk pada suatu kejadian atau peristiwa hingga seseorang atau 

lembaga mendapatkan sertifikat. 

Sertifikat tanah sebagai surat keterangan atau bukti pemegang hak 

atas tanah dan berlaku sebagai alat pembukuan yang kuat. Tanah yang 

diwakafkan adalah tanah hak milik yang bebas dari segala perkara, 

pembebanan, ikatan hingga sitaan. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita tarik kesimpulan 

bahwa sertifikasi tanah wakaf adalah proses atau prosedur yang merujuk 

pada kejadian atau peristiwa untuk mendapatkan sertifikat hak milik guna 

melindungi keberadaannya dan bebas dari segala perkara, pembebanan, 

ikatan hingga sitaan. 

 

2. Tujuan Pendaftaran Sertifikat Tanah Wakaf 

Adapun tujuan pendaftaran tanah wakaf ialah : 

a. Untuk memberi perlindungan serta kepastian hukum terhadap tanah 

wakaf agar dengan mudah dapat membuktikan bahwa tanah wakaf 

tersebut sudah tidak dapat digugat oleh ahli waris. 

b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
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berkepentingan termasuk pemerintah bahwa tanah tersebut sudah 

terdaftar sebagai tanah wakaf. 

c. Untuk menjalankan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 

 

 

3. Administrasi harta benda wakaf 

Tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan memiliki kepastian 

hukum adalah tanah wakaf yang memiliki syarat-syarat administrasi yang 

telah diatur oleh Undang-Undang. Tanah wakaf tersebut dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf dan dapat dikembangkan serta 

terhindar dari sengketa tanah. 

Sebaliknya, tanah wakaf yang tidak dapat memenuhi persyaratan 

ialah tanah wakaf yang tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga 

banyak terjadi penyelewangan terhadap tanah wakaf yang tidak dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf dan bahkan sering terjadi 

sengketa tanah wakaf. 

Pola pelaksanaan wakaf sebelum lahirnya undang-undang tentang 

wakaf, masyarakat islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan- 

kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum 

perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang 

atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal saleh 

yang mempunyai nilai mulia di hadirat tuhan tanpa harus melalui prosedur 

administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah semata dan tidak akan 
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pernah ada pihak yang berani mengganggu gugat.38 

Kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan baik berupa 

perundang-undangan maupun peraturan pemerintah merupakan upaya 

yang dilakukan untuk melaksanakan tertib administrasi perwakafan. 

Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga dan melestarikan harta benda 

wakaf di Indonesia, jika pengelolaan harta benda wakaf tertata dengan 

baik maka seterusnya kemudian akan dapat dikembangkan, dengan 

adanya peraturan-peraturan yang memadai diharapkan praktek 

perwakafan di Indonesia menjadi tertib dan maksimal. 

Pengadministrasian tanah wakaf dilakukan oleh pejabat khusus yang 

ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat 

AIW. 

Pasal 1 ayat 6 UU No 41 Tahun 2004 menyebutkan : “pejabat 

pembuat akta ikrar wakaf, yang selanjutnya disingkat dengan PPAIW 

adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat 

akta ikrar wakaf”. 

Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW 

adalah pejabat berwenag yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik 

Indonesia untuk membuat AIW, yang dimaksud dengan pejabat yang 

berwenang adalah pejabat yang sah secara hukum yang sudah ditunjuk 

oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat AIW. 

 
38  Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf 
Produktif Strategis, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agaman RI, 2008), 

61. 
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Ikrar wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam  

perwakafan. Ikrar merupakan pernyataan dari orang yang berwakaf 

(wakif) kepada pengelola (nadzir) tentang kehendaknya untuk 

mewakafkan harta yang dimilikinya guna kepentingan/tujuan tertentu. 

Perwakafan tanpa ikrar tentunya akan mengakibatkan tidak terpenuhinya 

unsur perwakafan. Kalau unsur perwakafan tidak terpenuhi, maka secara 

hukum otomatis perwakafan tersebut dapat dikatakan tidak pernah ada. 

Untuk membuktikan adanya ikrar, adalah dengan cara menuangkan ikrar 

tersebut ke dalam AIW yang dibuat oleh PPAIW. Legalitas tanah wakaf 

dimulai dari pengesahan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif kepada 

nadzir. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar di 

hadapan PPAIW, dalam hal ini adalah kepala KUA yang ditunjuk oleh 

Menteri Agama sebagai pejabat yang berwenang dan menjalankan proses 

pengadministrasian perwakafan.39 

PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan 

peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan 

wakif menyrahkan kepada nadzir serta melakukan pengawasan untuk 

kelestarian perwakafan. 

Adapun fungsi dan tugas dari PPAIW adalah : 

a. Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat 

bukti kepemilikan dan syarat-syarat wakif serta ada tidaknya 

 
39  Peraturan Mentri Agama No. 1 Tahun 1987 Tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik,  Bab III pasal 5 ayat 1-2. 
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halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya. 

b. Meneliti dan mengesahkan susunan nadzir, begitu pula anggota 

nadzir yang baru apabila ada perubahan. 

c. Meneliti saksi-saksi ikrar. 

d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf. 

e. Membuat Akta Ikrar Wakaf. 

f. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya selambat-

lambatnya dalam waktu satu bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar 

Wakaf. 

g. Menyelenggarakan daftar Akta Ikrar Wakaf. 

h. Menyimpan dan memelihara Akta dan Daftarnya dengan baik. 

i. Mengurus pendaftaran tanah wakaf. 

Upaya tertib administrasi merupakan suatu kebuthan dikarenakan 

kondisi sosial masyarakat di Indonesia yang lebih mengedepankan 

dokumen otentik sebagai jaminan dan memberikan kepastian hukum. 

Pada dasarnya wakaf menurut hukum islam dan peraturan perundangan 

memiliki kesamaan namun yang membedakan terletak pada aspek 

prosedural dan administrasi, di mana peraturan perundangan lebih 

menjanjikan kedua aspek tersebut ketimbang hukum Islam yang lebih 

mengedepankan asas saling percaya, oleh karena itu peraturan 

perundangan lebih sesuai untuk diterapkan sebagai konsekuensi dari 

kondisi sosial masyarakat di Indonesia.40 

 
40 Nur Fadhilah, “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ”, Ahkam Jurnal 
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4. Prosedur sertifikasi harta benda wakaf tak bergerak 

Sesuai dengan pasal 16 ayat (2) benda tak bergerak yang dapat 

diwakafkan adalah sebagai berikut : 

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

sudah maupun belum terdaftar. 

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. 

c. Tanaman dan benda lain yang yang berkaitan dengan tanah. 

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.41 

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftarannya 

adalah sebagai berikut : 

a. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf 

1) Sertifikat Hak Atas Tanah 

2) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat 

bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa. 

3) SKPT dan Kantor Pertanahan Kabupaten/kotamadya setempat. 

4) Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah 

miliknya. 

 
Hukum Islam, Vol. 10, Nomor 1 (Juli, 2005), 1 
41  Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
Tentang Wakaf, (Jakarta: Departemen Agama, 2011), 11. 
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5) Harus ada Nadzir perorangan WNI dan atau Badan Hukum 

Indonesia.42 

b. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf 

1) Calon wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf (PPAIW) dengan membawa Sertifikat Hak Atas Tanah 

serta surat lainnya. 

2) PPAIW melakukan sebagai berikut : 

a) Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak 

diwakafkan. 

b) Meneliti para saksi Ikrar Wakaf. 

c) Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf. 

3) Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas 

kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian 

dituangkan dengan bentuk tertulis menurut formulir W.1. 

4) Meneliti identitas calon wakif (KTP, KK, Surat Nikah, Paspor 

dll). 

5) Meneliti identitas nadzir. 

6) Calon wakif yang tidak datang di hadapan PPAIW dapat 

memberikan kuasa tertulis secara matreatik di hadapan notaris 

dan/dihadapan Kepala Kantor Depag Kabupaten/Kota dan 

dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dan para saksi. 

 
42  Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf &Kesejahteraan Ummat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007), 140 
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7) PPAIW membuat AIW rangkap 3 (tiga) menurut bentuk 

formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk 

formulir W.2a.43 

c. Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf 

1) PPAIW atas nama nadzir dan/nadzir sendiri berkewajiban untuk 

mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan 

kabupaten/kotamadya setempat dengan menyerahkan : 

a) Sertifikat tanah yang bersangkutan 

b) Akta Ikrar Wakaf 

c) Surat Pengesahan dari KUA mengenai nadzir yang 

bersangkutan. 

2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/kota setempat: 

a) Mencantumkan kata-kata “wakaf” dengan huruf besar di 

belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada 

buku tanah dan sertifikatnya. 

b) Mencantumkan kata-kata “diwakafkan untuk. Berdasarkan 

AIW PPAIW”. 

c) Mencantumkan kata nadzir, nama nadzir disertai kedudukannya 

pada buku tanah dan sertifikatnya. 

Berikut adalah proses persertifikasian tanah wakaf : 

  

 
43 Ibid.,141. 
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Alur Proses Persertifikasian Tanah Wakaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

47 
  

BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

A. Sejarah Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya 

Jemur Wonosari terletak di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan 

Wonocolo Kota Surabaya. Dulu penduduk Kelurahan Jemur Wonosari sangat 

sendikit, tapi semakin bertambahnya zaman penduduk Kelurahan Jemur 

Wonosari mulai bertambah dengan pesat. Penduduk di sini menganut berbagai 

macam agama namun mayoritas penduduknya beraga Islam. Dalam 

perkembangan selanjutnya agam Islam mengalami pertumbuhan yang sangat 

pesat, sebagian besar penduduk Kelurahan Jemur Wonosari beragama Islam. 

Hal itu dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang tidak sepi setiap 

harinya, khususnya pengajaran pada anak-anak kecil usia sekolah, mereka 

sudah mengerti tentang ajaran-ajaran Islam seperti mengaji, salat dan 

berpuasa.  

Berbicara mengenai budaya dan sikap masyarakat Kelurahan Jemur 

Wonosari bahwa kebudayaan klasik yang ada di Kelurahan Jemur Wonosari 

telah bergeser pada kepunahan, hal ini disebabkan karena adanya tuntutan 

pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih bersifat primer, sehingga waktu setiap 

harinya digunakan untuk bekerja yang menghasilkan uang daripada harus 

berkecimpung dalam dunia seni, sabab persaingan pemenuhan kebutuhan 

hidup lebih mencolok dibandingkan harus bergelut dengan budaya yang 

dianggap jadul dan tidak zaman. 
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Hal lain yang menyebabkan bergesernya kebudayaan masyarakat 

Jemur Wonosari yaitu, bertambahnya penduduk yang datang dari berbagai 

daerah dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda pula, serta 

background kebudayaan yang beragam dari daerah asal masing-masingnya. 

Selain itu kebanyakan mereka datang ke Surabaya dalam rangka mengadu 

nasib guna mencari peluang pekerjaan, bukan untuk mengembangkan 

kreatifitas atau budaya yang mereka miliki. 

 

B. Letak Geografis 

Jemur Wonosari merupakan sebuah Kelurahan di wilayah Kecamatan 

Wonocolo, kota Surabaya, provinsi Jawa Timur. Mayoritas area diKelurahan 

Jemur Wonosari adalah dataran rendah. Adapun batas-batas wilayah 

Kelurahan Jemur Wonosari sebagai berikut: 

Sebalah Utara : Kelurahan Margorejo 

Sebelah Selatan : Kelurahan Siwalankerto 

Sebelah Barat : Kelurahan Ketintang 

Sebelah Timur : Kelurahan Kendangsari 

Dari sudut geografisnya, potensi yang ada di Kelurahan Jemur 

Wonosari sangat menguntungkan, karena letaknya yang sangat 

memungkinkan terjadinya komunikasi dengan Kelurahan yang lain. 
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Tabel 1. Jarak dari pusat pemerintah 

No. Keterangan Jarak 

1. Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan 0,3 km 

2. Jarak dari pusat pemerintah kota 7 km 

3. Jarak dari pusat provinsi 10 km 

4. Jarak dari Ibu Kota Negara 968 km 
 

Tabel 2. Kondisi Geografis 

No. Kondisi Geografis Keterangan 

1. Tinggi tempat dari permukaan laut 3 meter 

2.  Curah Hujan rata-rata pertahun 279 mm/thn 

3.  Topografi  Rendah 

4.  Suhu udara 32-36 C 

 

Tabel 3. Jumlah perumahan dan luas kompleks perumahan 

No. Keterangan Jumlah 

1. Perumahan 

a. Perumahan permanen 

b. Perumahan semi permanen 

c. Perumahan non permanen 

 

3285 buah 

82 

79 

2. Komplek perumahan 

a. BTN 

b. Real estase 

 

6300 

2.5 H 

 

C. Keadaan Sosial Budaya 

1. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kelurahan Jemur Wonosari berdasarkan 

sensus adalah 22.005 jiwa, dengan 6.343 KK. Untuk lebih jelasnya kami 

uraikan dalam bentuk tabel. 

Tebel 4. Jumlah penduduk 

 

No. Keterangan Jumlah 

1. Laki-laki 11.023 jiwa 

2. Perempuan 10.984 jiwa 

3. Jumlah seluruhnya 22.005 jiwa 
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2. Penduduk Menurut Agama 

Penduduk Kelurahan Jemur Wonosari tergolong dengan 

masyarakat yang taat dalam menjadlaan agama, mereka mayoritas 

memeluk agama Islam. Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari adalah 

pemeluk agama Islam, Sebagian kecil dari nereka beragama Kristen dan 

Katolik, budha dan hindu. 

Walaupun demikian, hal ini tidak memperngaruhi mereka untuk 

saling menciptakan kehidupan sehari-hari yang harmonis diantara 

mereka. Sehingga tumbuh adanya toleransi yang baik antara sesama 

pemeluk agama di Kelurahan ini. Maka terciptalah kehidpauan yang 

rukun, selaras dengan tri kerukunan umat bergama. 

Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari juga menjujung tinggi 

nilai kebebasan, baik dalam berteologi, berpendapat, dan lain sebagainya. 

Karena menurut mereka kunci keharmonisan dari kehidupan di kota 

adalah kebebasan dan toleransi. Untuk lebih jelasnya, maka dibawah ini 

akan kami perlihatkan dalam bentuk tabel. 

Tabel 5. Agama Masyarakat Jemur Wonosari 

No. Keterangan Jumlah 

1. Islam 18.742 

2. Kristen 1.131 

3. Katholik 1.313 

4. Hindu 315 

5. Buda 360 

6. Penganut terhadap kepercayaan YTE (Tuhan Yang 

Maha Esa) 

143 
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Tabel 6. Jumlah sarana peribadatan 

No. Keterangan Jumlah 

1. Masjid 9 buah 

2. Mushola 26 buah 

3. Gereja 2 buah 

4. Wihara - 

5. Pura - 

 

3. Penduduk Menurut Pendidikan 

Pendidikan sangatlah penting bagi penduduk Kelurahan Jemur 

Wonosari untuk melahirkan tunas bangsa yang berpendidikan yang baik. 

Akan tetapi, masih banyak penduduk yang tidak menyelesaikan 

pendidikan di tingkat sekolah dasar, yang lebih banyak penduduk 

menyelesaikan pendidikannya di tingkat SLTA. Jumlah yang disimpulkan 

penduduk Jemur Wonosari dari segi pendidikan, tidak tamat SD 392 

orang, tamat SD 1.056 orang, tamat SLTP 2.974 orang, tamat SLTA 

4.809 orang, Diplomat I/II 1.415 orang, Diplomat IV/Strata I – Stata 3 

adalah 1.061 orang. 

Tabel 7. Pendidikan 

No. Keterangan Jumlah 

1. TK 392 

2. Sekolah Dasar 1.056 

3. SLTP 2.974 

4. SLTA 4.809 

5. Akademi (D1-D3) 1.415 

6. Sarjana (S1-S3) 1.061 

 

4. Penduduk Menurut Pekerjaan 

Dalam memenuhi kebutuhannya penduduk di Kelurahan Jemur 

Wonosari bekerja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. 
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Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari sangat tergantung pada lembaga-

lembaga instansi ataupun industri. Karena penghidupan mereka sebagian 

besar adalah sebagai karyawan dan sebagian lagi terjun pada lapangan 

wiraswasta atau dunia bisnis. Melihat potensi sumber daya alam yang 

kurang mendukung terhadapat persoalan ekonomi, karena mengingat 

terbatasnya lahan dan sangat padatnya penduduk. Sehingga mereka di 

sibukkan pada pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Mata pencaharian penduduk Kelurahan Jemur Wonosari, 

sebagaimana yang tertera di tabel ini. 

Tabel 8. Mata pencaharian 

No. Status Jumlah orang 

1. Karyawan 10.884 

2. Wiraswasta 1.132 

3. Tani/peternak - 

4. Pelajar/ Mahasiswa 1.461 

5. Dagang 1.332 

6. Nelayan 648 

7. Belum bekerja - 

 

D. Jumlah Tanah Wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari 

Berikut adalah jumlah tanah wakaf baik yang sudah bersertifikat 

maupun yang belum bersertifikat di Kelurahan Jemur Wonosari 

 Tabel 9. Tanah wakaf sudah bersertifikat 

No Jenis Bangunan Wakif Nadzir 

1 Masjid Moehid Moh. Hasyim 

2 Musholla Hj. Maimunah Thoha Machson 

3 Musholla H. Gozali Markaban Yasin 

 

Tabel 10. Tanah Wakaf yang belum bersertifikasi 

No Jenis Bangunan Wakif Nadzir 

1 Musholla H. Ramly 

Muchtar 

Sidik Soenardi 
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2 Musholla Hj. Istiaroh Suyono 

3 Masjid H. Abdul Kadir H. Abdul Chaliq 

Alfathurroji 

4 Musholla H. Soedjijat Moh. Ali 

5 Sosial Lainnya H. Abdul Ghofur Drs. H. Rozik 

6 Musholla Buyut Pinah Choirul Basyar 

7 Musholla H. Suwadji Drs. Nasuhah 

8 Masjid H. Ahmad Idris Nur H. Suwanto Lukito 

9 Masjid H. Abdul Qodir Achmad Ridho’i 

10 Musholla H. Usman Soekarman 

11 Masjid Ach. Untung Bin Abdul 

Salam 

Imam Basori 

12 Masjid H. Ahmad Marzuki bin 

H. Anwar 

Drs. H. M. Sofyan B 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata jenis bangunan yang berada 

di atas tanah wakaf yaitu musholla dan Masjid, dari tabel di atas  menunjukkan 

bahwa tanah wakaf yang bersertifikat hanya ada 3 tanah wakaf, sedangkan 

yang tidak bersertifikat ada 12 tanah wakaf.44 

 

E. Gambaran Tanah Wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari 

Di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo, sebagian besar 

tanah wakaf di peruntukan untuk didirikan masjid, musholla dan beberapa yang 

diperuntukan untuk tempat sosial tetapi tidak sedikit dari tanah wakaf tersebut 

yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf yaitu dari 15 tanah wakaf hanya 

ada tiga tanah wakaf yang sudah bersertifikat. Hal ini disebabkan karena berkas 

 
44 Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, “Daftar Tanah Wakaf KUA Wonocolo-Kota 

Surabaya-Jawa Timur” Siwak, (Juni 2020). 
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persyaratan yang tidak dapat dilenkapi oleh nadzir serta proses 

pengadministrasian yang perlu waktu dan juga prosesnya yang cukup lama. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Status Tanah Wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo 

Kota Surabaya 

Perbuatan wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar 

Wakaf (AIW) dan didaftarkan kepada instansi terkait untuk diperoleh sertifikat 

serta diumumkan yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan tata cara yang 

diatur menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

wakaf, ini bertujuan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf 

guna melindungi harta benda wakaf. Meskipun undang undang sudah mengatur 

sedemikian rupa mengenai aturan perwakafan, namun fakta yang terjadi di 

lapangan, masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga 

dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana 

mestinya atau tidak berjalan dengan optimal. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi dan 

wawancara langsung kepada para nazhir di Kelurahan Jemur Wonosari dan 

Kepala KUA di Kecamatan Wonocolo. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2019 bahwasannya sebagian besar 

kebanyakan tanah wakaf yang diperuntukan untuk masjid yaitu ada 5 yang 

belum bersertifikat dan 1 sudah bersertifikat dan diperuntukkan untuk musholla 

yaitu ada 6 yang belum bersertifikat dan 2 yang sudah bersertifikat, dan hanya 

beberapa tanah wakaf yang diperuntukan selain masjid dan musholla yaitu satu 
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tanah wakaf untuk tempat sosial, data tersebut peneliti peroleh dari hasil 

observasi di KUA Kelurahan Jemur Wonosari. 

Melihat data yang diperoleh oleh peneliti maka dapat diperoleh 

gambaran bahwa masih banyaknya jumlah tanah wakaf di Kelurahan Jemur 

Wonosari yang belum disertifikatkan. Berikut daftar tanah wakaf berdasarkan 

peruntukannya, sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah tanah wakaf berdasarkan peruntukannya yang belum 

bersertifikat dan yang sudah bersertifikat 

 

No Peruntukannya Bersertifikat Belum 

bersertifikat 

1 Masjid 1 5 

2 Musholla 2 6 

3 Tempat Sosial - 1 

Jumlah 3 12 

Sumber data diperoleh dari KUA Kelurahan Jemur Wonosari 

 

Berdasarkan data di atas, bahwa ada 5 masjid, 6 musholla dan 1 tempat 

sosial yang tanah wakafnya belum mempunyai sertifikat serta ada 1 masjid dan 

2 musholla yang sudah bersertifikat. Berdasarkan wawancara yang peneliti 

lakukan, menggambarkan bahwasannya tanah wakaf di Kelurahan Jemur 

Wonosari kebanyakan yang belum bersertifikat, hal ini diperoleh dari hasil 

wawancara yang diperoleh dari informan yaitu bahwa kebanyakan nazhir 

belum melengkapi administrasi tanah wakaf, padahal tanah wakaf sangat 

penting untuk dilakukan karena hal ini tidak boleh dianggap enteng karena  ini 

merupakan amanat dari undang-undang bahwa harta wakaf harus dicatatkan, 

oleh sebab itu administrasi tanah wakaf harus dilengkapi. 
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Kebanyakan Nadzir belum mengurus sertifikat tanah wakaf karena 

persyaratan yang harus dipenuhi masih banyak yang kurang salah satunya yaitu 

sertifikat tanahnya hilang hal ini disebabkan si wakif sudah meninggal. Jadi 

sertifikat tanah dari si pewakif sudah hilang ditambah lagi keluarga dari wakif 

tanah tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya.45 

 

B. Proses Sertifikasi Tanah Wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari 

Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya 

Pelaksanaan proses pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sejak 

berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977. Kemudian ada lagi undang-undang yang 

mengaturnya yaitu UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan dengan cara 

wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beserta staf KUA 

yang membidangi wakaf dan para nazhir. Tentang proses sertifikasi tanah 

wakaf oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kelurahan Jemur Wonosari, 

sebagai berikut: 

1. Tanah milik yang sudah bersertifikat, syarat-syaratnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Pewakif harus datang ke PPAIW dengan membawa: sertifikat hak atas 

tanah, surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat 

bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa, serta surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten atau 

 
45 Santoso, Wawancara, Surabaya, 23 Juni 2020 
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Kota setempat. Apabila wakif sudah meninggal maka bisa digantikan 

dengan nazhir, ahli waris dan saksi. 

b. Pewakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas, dan tegas kepada 

nazhir di hadapan PPAIW, dihadapan para saksi, kemudian 

dituangkan dalam bentuk tertulis. 

c. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan surat pengesahan. 

d. Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) diberikan kepada wakif dan nazhir 

agar segera didaftarkan di BPN. 

e. Nazhir mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke Badan Pertanahan 

Nasional (BPN).46 

2. Berkas yang harus dibawa ke BPN : 

a. Surat permohonan kepada BPN (nadzir). 

b. Surat ukur tanah. 

c. Sertifikat hak milik yang bersangkutan atau bukti kepemilikan yang 

sah. 

d. Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf 

(APAIW). 

e. Surat pengesahan nazhir dari KUA. 

f. Surat penggantian dari nazhir bahwa tidak ada sengketa, sita. 

g. Selanjutnya kepala kantor BPN menerbitkan sertifikat tanah wakaf.47 

Dari uraian di atas, nadzir juga berkewajiban mengurus 

pendaftaran atau sertifikasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kabupaten 

 
46 Zainul Hadi, Wawancara, Surabaya, 23 Juni 2020. 
47 Ibid. 
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/ Kota setempat. Hal ini dikarenakan nadzir adalah pegelola/pengurus 

tanah wakaf, sementara PPAIW adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf. Pejabat Kantor Urusan Agama dengan banyak urusan administrasi 

kepegawaian yang lain, sehingga tidak akan mempercepat pengurusan 

sertifikat, jika dibandingkan dengan pengurusan sendiri oleh nadzir selaku 

pengelola dan pertanggungjawab tanah wakaf. Di samping itu, biaya juga 

tidak ditanggung oleh PPAIW. 

3. Tanah hak milik yang belum bersertifikat (bekas tanah hak milik adat) 

sebagai berikut : 

a. Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf : 

1) Surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, 

surat keterangan warisan, girik, dan lain-lain). 

2) Surat Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat yang 

membenarkan tanah tersebut tidak dalam sengketa. 

3) Surat keterangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

setempat yang menyatakan Hak Atas tanah itu belum mempunyai 

sertifikat. 

b. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pendaftaran pencatatan Ikrar 

Wakaf sebagaimana proses untuk tanah yang sudah bersertifikat. 

c. Apabila memenuhi syarat untuk dikonversi, maka dapat dikonversi 

langsung atas nama wakif. 

d. Apabila persyaratan untuk dikonversi tidak dipenuhi dapat diproses 

melalui prosedur pengakuan hak atas nama wakif. 

e. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dibalik nama ke atas nama nadzir. 
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f. Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak, 

penerbitan sertifikatnya setelah diperoleh SK. Pengakuan Hak atas 

nama wakif.48  

4. Tanah yang belum ada haknya dalam hal ini adalah tanah yang sudah 

berstatus tanah wakaf atau tanah yang sudah berfungsi sebagaimana tanah 

wakaf, sementara masyarakat dan Pemerintah Desa setempat setelah 

mengakui sebagaimana tanah wakaf, sedangkan status tanahnya adalah 

tanah yang belum ada haknya atau tanah negara, yaitu : 

a. Wakif atau ahli warisnya masih ada dan mempunyai surat bukti 

penguasaan/penggarapan 

1) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat 

tentang penggunaan tanah yang diwakafkan. 

2) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat yang menerangkan status 

tanah negara tersebut apabila sudah pernah terdaftar atau 

menerangkan belum bersertifikat apabila tanah negara itu belum 

terdaftar. 

3) Calon Wakif atau ahli waris datang menghadap PPAIW untuk 

melaksanakan Akta Ikrar Wakaf.68 

4) PPAIW atau nadzir berkewajiban  mengajukan permohonan atas 

kepada Kakanwil Pertanahan Nasional Propinsi melalui Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan 

 
48 Ibid. 
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menyerahkan surat-surat di atas. 

5) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat memproses dan 

meneruskan permohonan kepada Kakanwil Badan Pertanahan 

Nasional Propinsi. 

6) Setelah diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 

atas nama nadzir, kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota 

menerbitkan sertfikat wakaf. 

b. Wakif atau ahli warisnya masih ada, tetapi tidak mempunyai surat 

bukti penguasaan. 

1) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat 

tentang perwakafan tanah tersebut dan tidak dalam sengketa, serta 

kebenaran penguasaan/penggarapan oleh calon wakif. 

2) Proses selanjutnya sebagaimana tersebut pada huruf a angka 2 

sampai 6. c. Wakif atau ahli warisnya tidak ada. 

a) Surat keterangan tentang tanah (kalau ada). 

b) Surat Kepala Desa/Lurah diketahui Camat tentang 

perwakafan. 

c) Surat pernyataan tentang perwakafan tanah dari orang- orang 

yang bersebelahan dengan tanah tersebut. 

d) Nadzir atau Kepala Desa/Lurah mendaftarkannya 

kepada KUA Kecamatan setempat. 

e) Kepala KUA meneliti dan mengesahkan nadzir. 

f) PPAIW membuat akta pengganti AIW. 

g) PPAIW atas nama nadzir dan atau nadzir mengajukan 
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permohonan Hak Atas Tanah. 

h) Permohonan hak, SK Pemberian Hak Atas Tanah, dan 

penerbitan sertifikat.49 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam pelaksanaannya dilapangan menurut Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Wonocolo, proses Persertifikasian Tanah wakaf di Kelurahan 

Jemur Wonosari sudah sesuai dengan undang-undang namun prosesnya ada 

kendala-kendala yang menyebabkan tanah wakaf belum disertifikasikan. Hal 

ini disebabkan karena nazhir belum melengkapi persyaratan untuk melakukan 

sertifikasi tanah wakaf, ditambah lagi pihak dari KUA juga tidak pernah turun 

tangan langsung ke lapangan untuk memantau bagaimana para nazhir 

melaksanakan tugasnya. Menurut pihak KUA mereka hanya menyediakan 

pelayanan untuk proses persertifikasian. 

 

C. Problematika dalam Persertifikasian Tanah Wakaf di Kelurahan Jemur 

Wonosari  

Dalam proses persertifikasian di kelurahan Jemur Wonosari Surabaya 

memiliki berbagai macam masalah. Tidak sedikit para nadzir yang 

mengatakan bahwa mereka kesulitan dalam mengurus sertifikat tanah wakaf 

dikarenakan banyak faktor yang tidak dapat dilengkapi para nadzir saat akan 

megurus sertifikat. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi di lapangan 

penulis dapat mengetahui apa saja kendala yang dialami oleh para nadzir di 

 
49 Ibid. 
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kelurahan Jemur Wonosari Surabaya. 

Berikut adalah hasil wawancara para nadzir di Kelurahan Jemur 

Wonosari kecamatan Wonocolo Kota Surabaya : 

 

 Bapak Suyono mengatakan : 

“Bahwa ia belum mengurus sertifikat tanah wakaf karena persyaratan yang 

harus dipenuhi masih banyak yang kurang salah satunya yaitu sertifikat 

tanahnya hilang hal ini disebabkan bahwa pak Suyono bukan nazhir yang 

pertama yang diberi amanat dari si wakif dan nazhir yang lama sudah 

meninggal. Jadi sertifikat tanah dari si pewakif sudah hilang ditambah lagi 

keluarga dari wakif tanah tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga 

tanah wakaf tersebut tidak bisa disertifikatkan.”50 

 

Sama halnya yang diungkapkan oleh bapak Nasuhah dan juga bapak 

Sidik Sunardi, bahwa yang menyebabkan tanah wakaf yang diperuntukan 

untuk musholla ini terkendala dalam masalah biaya sehingga mereka tidak mau 

mengurusnya lagi dan sampai sekarang juga tidak ada masalah atau gugatan 

dari masyarakat. 

Untuk tanah wakaf yang sudah bersertifikat, bapak Moh Hasyim 

mengatakan : 

Bahwa tanah wakaf memang harus mempunyai sertifikat walaupun melalui 

proses yang lama karena berguna untuk menjaga dan melindungi harta wakaf. 

Tanah masjid Muayyad merupakan masjid pertama di kelurahan Jemur 

Wonosari dan sudah memenuhi persyaratan untuk disertifikatkan dan biaya 

yang digunakan dari kas masjid.51 

 

Adapun permasalahan tanah wakaf yang diatasnya didirikan 

bangunan masjid yang bernama At-Taqwa ini terletak di Jalan Jemur Wonosari 

Gang Lebar No. 150 mulai dibangun sekitar tahun 1962. Menurut penuturan 

 
50 Suyono, wawancara, Surabaya, 22 Juli 2020 
51 Moh Hasyim, Wawancara, Surabaya, 25 Juni 2020 
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H. Sofyan : 

”Status tanah ini adalah tanah wakaf, namun mereka tidak mengetahui siapa 

yang mewakafkan tanahnya itu sudah meninggal dan ahli warisnya tidak 

diketahui sampai sekarang”. 

“masalah yang kami hadapi dalam mengelola masjid ini surat-suratnya belum 

lengkap, surat-surat tanah wakaf segala macam atau SKTnya tidak ada” 

“kami kesulitan ngurus sertifikatnya karena wakif sudah meninggal dan ahli 

warisnya tidak diketahui keberadannya, jadi itu problemnya. sebenarnya kami 

ingin saja mengurus tanah wakaf, apalagi ini kan aset dan surat-surat itu 

penting, tapi ya mau bagaimana. kami bingung harus melakukan apa, kami 

tidak tahu bagaimana prosedurnya supaya tidak menyalahi dari ketentuan 

hukum Islam maupun legalitas undang-undangnya 

“kami pernah lapor ke KUA, namun sampai saat ini belum ada jalan keluar, 

mereka mengatakan bahwa pengelola harus mengurus surat-suratnya biar jelas 

status tanahnya, mereka, tidak menjelaskan bagaimana mengurus sertifikat 

apabila wakif, nadzir sudah meninggal dan ahli warisnya tidak diketahui 

keberadaannya”.52 

 

Berdasarkan wawancara di atas, nadzir kesulitan mengurus tanah 

wakafnya, sama halnya juga dengan musholla As-Shalihin di Jln. Jemur 

Wonosari Gang IV No. 97 berdiri pada tahun 1986 yang dikelola oleh warga 

masyarakat itu sendiri dan masjid An-Nur di Jln. Jemur Wonosari gang Lebar 

N0. 108 yang berdiri sekitar tahun 1998 yang dikelola oleh Bapak Suwanto 

Lukito. Mereka kesulitan mengurus tanah wakaf yang nadzir, wakif dan ahli 

warisnya tidak ada. Hingga sampai saat ini, tanah wakaf masjid ini tidak 

memiliki surat-surat yang jelas dan ukurannya pun tidak diketahui karena tidak 

memiliki SKT atau surat-surat keterangan yang lain.53 

Sedangkan masjid Muthmainnah berdiri sekitar tahun 2002 di jalan 

Jemursari 1 No. 131. Menurut bapak Achmad Ridho’i, ia mengatakan : 

“jadi kalau untuk kelengkapan surat-suratnya belum ada lagi sampai sekarang, 

belum kami buat lagi, tidak masalah kan. Memang dulu ada suratnya, surat 

pelepasan tanah tapi itu surat sudah hilang.” 

 
52 H. Sofyan, Wawancara, Surabaya, 02 Juli 2020. 
53 H. Suwanto Lukito, Wawancara, Surabaya, 02 Juli 2020. 
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“alasannya tidak ada, karena memang selama ini tidak ada masalah sampai 

sekarang. Mungkin nanti kalau ada masalah atau gugatan baru nanti kami urus. 

Selama ini masyarakat juga tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut, tapi nanti 

insya allah kedepannya kami pengelola dengan ahli waris wakif berencana 

akan mengurus surat-suratnya sampai saat ini belum ada lagi himbauan secara 

khusus dari KUA tentang kelengkapan surat-suratnya.”54 

 

Selanjutnya masjid Fikrotul Kholidin di Jln. Wonocolo gang 2 No. 75  

berdiri pada tahun 1993 yang dikelola oleh imam Basori mengatakan : 

“Problem yang kami hadapi dalam mengelola masjid ini adalah pengurusan 

sertifikat yang belum tuntas sampai saat ini. Bukannya kami tidak mau ngurus, 

tapi surat-suratnya kaya SKT maupun sertifikat tanahnya tidak ada, sampai 

sekarang tidak ada itu surat-surat asalnya. Mungkin waktu itu proses 

perwakafannya secara lisan. Kalau seandainya surat-suratnya lengkap, pasti 

kami urus itu masjid, tapi ya mau bagaimana tidak lengkap suratnya, ahli 

warisnya pun sudah meninggal, jadi kami bingungnya disitu”. 

 

Begitupun yang diungkapkan bapak Abdul Chaliq selaku nazhir di 

masjid Sifaul Qulub. Mereka belum mengurus sertifikat karena pada waktu itu 

proses perwakafannya secara lisan yang didasari atas dasar saling percaya.55 

Berdasarkan wawancara di atas, memang ada kesengajaan dari 

pengelola untuk tidak mengadministrasikan harta benda wakafnya. 

Menurutnya, sampai sekarang ini tidak pernah terjadi persoalan apapun 

mengenai status tanah wakaf tersebut, masyarakat juga tidak 

mempersoalkannya sehingga mereka tidak berniat untuk mendaftarkan tanah 

wakaf masjid tersebut. Tanah wakaf di atas merupakan tanah wakaf yang tidak 

memiliki kekuatan hukum tetap. Berbagai macam alasan dikemukakan oleh 

para nadzir diatas, diantaranya mereka kebingunan karena surat-surat pada saat 

awal proses perwakafan tidak lengkap kemudian wakif maupun nadzir 

 
54 Achmad Ridho’i, Wawancara, Surabaya, 02 Juli 2020. 
55 Abdul Chaliq Wawancara, Surabaya, 09 Juli 2020. 
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terdahulu sudah meninggal ditambah lagi ahli waris tidak diketahui 

keberadaannya ataupun lagi nadzir yang secara sengaja memang tidak 

mendaftarkan tanah wakaf tersebut karena dirasa bahwa selama ini tidak 

pernah terjadi masalah apa-apa, serta terkendala dalam masalah biaya dan 

prosesnya yang cukup lama. 

Dari berbagai macam kendala yang dikemukakan oleh para nadzir di 

kelurahan Jemur Wonosari yang dapat menghambat proses sertifikasi tanah 

wakaf tersebut, penulis dapat menyimpulkan kendala-kendala dalam 

pembuatan sertifikat tanah wakaf di kelurahan Jemur Wonosari yaitu, sebagai 

berikut : 

1. Hilangnya sertifikat tanah dikarenakan nadzir yang mengurusi tanah 

wakaf sudah tergantikan dengan yang baru, oleh sebab itu nadzir yang 

baru sudah tidak mengetahui kelanjutan berkas-berkas yang perlu 

dipersiapkan untuk menjadikan tanah wakaf memiliki sertifikat yang 

diakui oleh negara. 

2. Biaya operasional dalam mengurusi sertifikat tanah wakaf sangat besar, 

sehingga ada bebrapa nadzir keberatan dalam mengurusi tanah wakaf 

tersebut dikarenakan keperluan masjid selain mengurusi tanah wakaf 

masih banyak baik itu dari segi pembangunan ataupun segi operasional 

yang lain. 

3. Nadzir merasa kesulitan dalam mengurusi serrtifikasi tanah wakaf 

dikarenakan prosesnya terlalu lama,  dan ribet, namum proses yang lama 

sebenarnya berguna untuk menjaga dan melindungi tanah wakaf.  
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4. Surat-surat proses sertifikasi belum lengkap, karena nadzir dan wakifnya 

sudah meninggal dunia, bahkan ahli warisnya tidak diketahui 

keberadaannya, bahkan laporan ke KUA belum ada jalan keluar, akan 

tetapi semakin membebani nadzir  untuk menemukan identitas wakif dan 

nadzir yang lama. 

5. Proses wakaf secara lisan menyebabkan kebingungan bagi nadzir dalam 

mengurusi sertifikasi tanah wakaf, karena surat-surat tanah wakaf yang 

dikelola oleh nadzir tidak ada. 

Melihat kendala di atas dalam melakukan sertifikasi tanah wakaf 

peneliti menyimpulkan bahwa kendala sertifikasi tanah wakaf di kelurahan 

Jemur Wonosari adalah banyaknya berkas yang belum lengkap sehingga 

menghambat jalannya proses sertifikasi tanah wakaf dan biaya yang 

dikeluhkan oleh nadzir juga menjadi kendala sehingga menganggap proses 

yang di terapkan untuk pengsertifikasian sangat rumit serta prosesnya yang 

membutuhkan waktu yang lama. 

Oleh sebab itu, perlu adanya pembekalan lebih lanjut bagi pihak yang 

bertanggung jawab dalam mengurusi tanah wakaf, karena masyarakat belum 

seberapa paham mengenai alur dan prosedur sertifikasi tanah wakaf. 

Kendala dalam proses persertifikasian tanah wakaf di Kelurahan Jemur 

Wonosari juga disebabkan karena banyaknya tanah wakaf yang tidak 

mempunyai bukti perwakafan. Para nadzir juga sulit melengkapi persyaratan 

untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf, karena surat-surat pada saat awal 

proses perwakafan tidak lengkap, sehingga tanah tersebut tidak memiliki bukti 
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administratif karena banyak para wakif yang menjalankan tradisi lisan dengan 

kepercayaan yang tinggi ketika akan mewakafkan tanahnya kepada nadzir. 

Demikian juga wakifnya sudah meninggal dan ahli waris tidak diketahui. 

Di samping faktor awal yang mana wakif maupun nadzir enggan 

mengurus sertifikat wakaf, ialah di lingkungan internal birokrasi sendiri, 

khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga memiliki kendala. Kendala 

utamanya adalah pembiayaan administrasi dalam proses sertifikasi wakaf yang 

belum memadai dari pihak pemerintah, khususnya Departemen Agama. 

Anggaran bantuan sertifikasi dari Departemen Agama memang selalu 

diajukan, namun karena keterbatasan anggaran negara, sehingga belum 

mendapat alokasi dana yang memadai. 

Berikut adalah hasil wawancara dari para narasumber terkait kendala-kendala 

yang dialami para nadzir dalam proses sertifikasi tanah wakaf di kelurahan Jemur 

Wonosari kecamatan Wonocolo kota Surabaya. Penulis rangkum dalam tabel sebagai 

berikut : 

NO. NAMA 

MASJID / 

MUSHOLLA 

WAKIF NADZIR KENDALA YANG 

DIALAMI 

1. Musholla Al -

Wahyu 

Hj. 

Istiaroh 

Suyono - Persyaratan yang 

belum lengkap. 

- Sertifikat tanah 

hilang. 

- Wakif dan nadzir 

yang pertama 

sudah meninggal 

dunia. 

2. Musholla Al - H. Nasuhah - Tidak memiliki 
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Ikhlas Suwadji biaya yang cukup 

untuk mengurus 

sertifikat tanah 

wakaf. 

3. Musholla 

Salafiyah 

H. Ramly 

Muchtar 

Sidik 

Soenardi 

- Tidak memiliki 

biaya untuk 

mengurus 

sertifikat tanah 

wakaf. 

4. Masjid At - 

Taqwa 

H. 

Ahmad 

Marzuki 

bin H. 

Anwar 

Drs. H. M. 

Sofyan B 

- Surat-surat belum 

lengkap. 

- Wakif sudah 

meninggal dunia. 

- Ahli waris tidak 

diketahui 

keberadaannya. 

5. Musholla As - 

Shalihin 

H. 

Usman 

Soekarman - Wakif dan nadzir 

sudah meninggal 

dunia. 

- Tanah wakaf tidak 

memiliki surat-

surat yang jelas. 

6. Masjid An - Nur H. Idris 

Nur 

H. Suwanto 

Lukito 

- Wakif sudah 

meninggal dunia. 

- Ahli waris tidak 

diketahui 

keberadaannya. 

- Ukuran tanah 

wakaf tidak 

diketahui karena 

tidak memiliki 

SKT maupun 

surat-surat 

keterangan yang 
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lain. 

7. Masjid 

Mutmainnah 

H. 

Abdul 

Qodir 

Achmad 

Ridho’i 

- Surat-surat tanah 

yang tidak 

diketahui 

keberadaannya. 

- Tidak ada 

himbauan secara 

khusus dari pihak 

KUA tentang 

kelengkapan surat-

surat pendaftaran 

sertifikasi tanah 

wakaf. 

8. Masjid Fikrotul 

Kholidin 

Ach. 

Untung 

bin 

Abdul 

Salam 

Imam Basori - Pengurusan 

sertifikat yang 

belum tuntas 

sampai saat ini. 

- Sertifikat tanah 

maupun SKT tidak 

ada. 

- Proses perwakafan 

secara lisan 

sehingga 

persyaratan tidak 

lengkap. 

9. Masjid Sifaul 

Qulub 

H. 

Abdul 

Kadir 

H. Abdul 

Chaliq 

Alfathurroji 

- Proses perwakafan 

secara lisan yang 

didasari saling 

percaya sehingga 

bukti ikrar wakaf 

dari wakif tidak 

ada. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Status sertifikat tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari, berdasarkan 

data yang diperoleh di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2019 

bahwasannya sebagian besar kebanyakan tanah wakaf diperuntukan 

untuk masjid statusnya belum bersertifikat. 

2. Proses persertifikasian tanah wakaf di Kelurahan Jemur Wonosari sudah 

sesuai dengan undang-undang. 

Berikut tata cara ikrar wakaf dan proses pensertifikasian tanah 

wakaf: 

a. Calon wakif (orang yang ingin mewakafkan) melakukan musyawarah 

dengan keluraga untuk mohon persetujuan untuk mewakafkan 

sebagian tanah miliknya. 

b. Syarat tanah yang diwakafkan adalah milikwakif baik berupa 

perkarangan, pertanian (sawah) atau sudah berdiri bangunan sosial 

agama (masjid). 

c. Calon wakif memberitahukan kehendaknya kepada nazhir (orang 

yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di Kelurahan Jemur 

Wonosari. 

d. Calon wakif dan nazhir memberitahukan kehendaknya kepada 
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Pejabat Pembantu Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu kepala KUA 

yang mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar 

Wakaf dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan 

(Sertifikat Hak, HBG, Keterangan Tanah Negara (yang sudah 

dikuasai Lembaga Sosial dan didirikan bangunan sosial). 

e. Calon wakif dan nazhir memenuhi persyaratan administrasi yang 

dibutuhkkan, diusahakan persyratan administrasi telah lengkap 

sebelum dilaksanakan Ikrar Wakaf. 

f. Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar 

Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar 

Wakaf (untuk wakaf baru atau wakifnya masih ada) atau Akta Ikrar 

Penggati Ikrar Wakaf (untuk wakaf yang telah lama dilakukan oleh 

wakif dibawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli 

waris hanya mendaftarkan wakaf). 

g. Nazhir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke 

kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf 

sesuai dengan persyratan yan ada. 

3. Problematika dalam proses persertifikasian tanah wakaf di Kelurahan Jemur 

Wonosari disebabkan karena para nazhir belum melengkapi persyaratan 

untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf, karena surat- surat pada saat awal 

proses perwakafan tidak lengkap demikian juga nazhir maupun wakifnya 

sudah meninggal, ahli waris tidak diketahui keberadaannya serta terkendala 

dalam masalah biaya dan prosesnya yang membutuhkan waktu yang lama. 
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Sehingga dengan problem tersebut solusi yang baik yaitu perlu adanya 

pelatihan dan bimbingan secara khusus untuk para pihak yang ada kaitannya 

dalam proses sertifikasi (Nadzir, Wakif, KUA, dan lain sebagianya). 

B. Saran 

Banyaknya tanah wakaf yang tidak dan belum bersertifikat membuat 

permasalahan tanah wakaf tidak terurus dan terbengkalai. Tidak sedikit juga 

terjadi penyelewangan terhadap tanah wakaf seperti obyek sengketa bahkan 

diperjual-belikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 

Salah satu solusinya adalah mendata tanah wakaf di wilayah Jemur 

Wonosari agar tanah-tanah tidak jatuh ke tangan atau pihak yang tidak berhak. 

Dimana pihak-pihak tertentu yang akan berniat mengambil atau merebut paksa 

tanah-tanah wakaf tersebut. Maka, untuk melindungi tanah-tanah tersebut, 

yang perlu dilakukan adalah melakukan tindakan pengamanan terhadap tanah-

tanah wakaf tersebut. 

Dari hasil penelitian terhadap berbagai kendala dalam proses 

pensertifikasian tanah wakaf yang disampaikan oleh para nadzir di kelurahan 

Jemur Wonosari, penulis memberikan solusi terhadap masalah-masalah 

tersebut. Berikut adalah solusi dari problematika sertifikasi tanah wakaf di 

Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya : 

1. Pemberian sertifikat tanah wakaf yang ada di wilayah Jemur Wonosari. 

Secara teknis, pemberian sertifikasi tanah wakaf ini memang 

membutuhkan waktu yang lama sekaligus keteguhan para nadzir dan biaya 

yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Sehingga diperlukan peran semua 

pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi tanah wakaf, khususnya 
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peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pemerintah daerah agar 

memudahkan pengurusannya.peran BPN sangat signifikan dalam usaha 

memudahkan proses pembuatan sertifikat tanah wakaf. Peran Pemda juga 

sangat penting dalam menanggulangi pembiayaan sertifikasi, 

pemberdayaan, pengelolaan, dan pengembanan tanah wakaf yang ada di 

Kelurahan Jemur Wonosari. 

2. Memberikan advokasi secara penuh terhadap tanah-tanah wakaf yang 

bermasalah secara hukum dan tanah wakaf yang memiliki keterbatasan 

kelengkapan surat-surat sekaligus tanah wakaf  menjadi sengketa. 

Dukungan advokasi ini melibatkan banyak pihak, seperti pihak nadzir, ahli 

hukum yang peduli terhadap harta benda wakaf, masyarakat banyak dan 

yang lebih utama adalah pihak pemerintah. Dimana pemerintah ini 

meliputi :  

a. Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih 

dikoordinasi dan diintensifkan lagi baik ditingkat provinsi maupun 

Kota beserta instansi terkait lainnya, agar melakukan penyuluhan dan 

sosialisasi baik kepada para pejabat yang berwenang menangani 

wakaf maupun kepada masyarakat terutama mengenai pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah. 

b. Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Surabaya 

harusnya aktif dalam melakukan pembinaan guna memberikan 

pemahaman terhadap nadzir agar kepengelolaan dapat berjalan 

sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan 

syariat. Dan menjelaskan bahwa tanah wakaf itu harus dilindungi 
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yaitu dengan adanya sertifikat tanah wakaf. 

c. Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani bidang perwakafan 

harus memantau dengan turun langsung kelapangan apakah nadzir 

sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. Khususnya dalam masalah 

persertifikasian tanah wakaf. 

Pemberian advokasi ini harus dilakukan secara terpadu agar 

mendapatkan hasil yang maksimal dan diharapkan menjadi hal yang 

sangat berpengaruh, sebab dalam menyelesaikan persoalan hukum, apalagi 

menyangkut persoalan tanah yang terkait dengan rasa keadilaan materiil 

dan formil. Perlu kekompakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan, 

sehingga dengan demikian pecapaian dalam pengamanan tanah-tanah 

wakaf dapat terpenuhi. 

3. Bagi nadzir, wakaf harus dipahami secara benar sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, karena ini terkait dengan harta maka 

sudah sepatutnyalah dilindungi  keberadaannya. Selanjutnya nazhir harus 

melengkapi persyaratan dalam proses persertifikasian sehingga tanah 

wakaf mempunyai sertifikat. 

4. Adapun solusi untuk memberikan perlindungan atas tanah wakaf yang 

belum bersertifikat disebabkan surat-surat tanah wakaf yang hilang yaitu 

munculnya isbat wakaf sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan 

permasalahan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Payung dan 

dasar hukum isbat wakaf adalah mengacu pada Undang-undang No. 41 

tahun 2004 untuk melindungi tanah wakaf sesuai dengan fungsi dan 
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tujuannya. Dalam PP No. 28 tahun 1977 pasal 9 menjelaskan bahwa 

perwakafan harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup hanya dengan 

lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti otentik. 
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